
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.681, 2021 KEMEN-PAREKRAF. Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 
 
 

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ 

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  

SEKTOR EKONOMI KREATIF 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  

KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 558 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 

  6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN 

KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR 

EKONOMI KREATIF. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatannya. 

2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian 

dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan 

akibat bahaya. 

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan 

berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari 

kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas 
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manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu 

pengetahuan, dan/atau teknologi. 

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu. 

6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 

melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi 

Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 

7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang 

diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik. 

8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut 

Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang 

dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  

9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.  

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas 

pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 

 

Pasal 2 

Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif menjadi acuan bagi 

pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

sektor Ekonomi Kreatif oleh kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ekonomi 

Kreatif meliputi kegiatan usaha yang terdiri atas:  

a. aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis; 
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b. aktivitas desain khusus film, video, program televisi, 

animasi dan komik; 

c. aktivitas desain konten game; 

d. aktivitas desain konten kreatif lainnya; dan 

e. aktivitas fotografi. 

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat 

Risiko rendah. 

 

Pasal 4 

(1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup 

kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan 

Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan 

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha 

pada sektor Ekonomi Kreatif yang ditetapkan 

berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa NIB yang diterbitkan 

melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Juni 2021 

 

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA 

DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Juni 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA  


